
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.143, 2017 KEMKES. Program Jaminan Kesehatan. Tarif 

Pelayanan. Standar. Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 

TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN  

DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan 

penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan sebagaimana  telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan 

Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan  

Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  

Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

6. Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 232); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan 

www.peraturan.go.id



2017, No.143 
-3- 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 

2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan  Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 

52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN 

KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM 

JAMINAN KESEHATAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 

Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 25 

(1) Peserta jaminan kesehatan nasional  yang menginginkan 

pelayanan rawat jalan eksekutif, harus membayar 

tambahan biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif 

paling banyak sebesar Rp 250.000 untuk setiap episode 

rawat jalan. 

(2) Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan 

kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, 

harus membayar selisih biaya /tambahan biaya setiap 

episode rawat inap dengan ketentuan: 

a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari 

kelas 3 ke kelas 2, dari kelas 3 ke kelas 1, dan dari 
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